QANUN KABUTATENACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGATEKNIS DAERAII KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAAMANIRRAHIM
DENGAN BAHMAT ALLATTYANG MAHAKUASA
BUPATTACEH TAMIANG

Ymimbang : 2 Bahwa dabam rangka pelaksansen Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah schagaimana
telah diubah dengan Undang-1ndang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahun atas
Undang-Undang Nowmor 32 tentang Pemerintshan Daerah
menjadi Undang-Undeng éen Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perla
menata kembali  Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang yang
sesuzi dengan karakteristik, potensi dan kemampuan dacrah
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bahwa berd perti bagaimana dimak
padnh\xufn,pzrlumembeananmtcmang uka
Susm:mlUrganjsasidanTﬂmKujaLmn!mngeknisDam
Kabupaten Acch Tamiang. )

Undang-Undang Nomor 24 Talun 1956 tentan;
FPembentukan Dacrah - Otorom Propinsi Aceh da
Perubahan  Peraturan Pembentukan Propiasi Sumaten
Utarn. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195
Nomor (4, Tambahan Lembuaran Nogara Republik Indonesi;
Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokal Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesi:
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undimg-nndang Nomor 43 Tahun 1999, {Lembaran
Negata Republik mdonesia Tahun 1999 Nomor 169
‘Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomar
3800);

Undang-Undang ~ Nomor 44 Tahun 1999,
tentang Penyelenggaraan Keislimewaan Propinsi Dacrzh
Mmmmeln(anbnmnN:gmakrpublﬂcmm[a Tahur,
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Repubiikf
Indonesia Nomaor 3893):

Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2002 tenta
Pembentukan Kabupaten Aceh Darat Daya, Kabipatan. Gayyl
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Rayn
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Accl
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republi
Tndenesia Nomor 4176);
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. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan  Perandang-undangan (Lembaran
Negara  Ropublik Indonesia Tahun 2004 Nomer 53,
Tambahan .embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 teritang Perubahan
atasUndang Undang Nomor 32 tenfang Pemerintahan Dacrih
menjadi Undang Undang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembatan
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undlang-Unctang Nomor 33 Talun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daersh
(Lembaran Negzr Republik Indonesia Tainn 2004 Nomor
126, Tambahzm Tembasin Negara Repablik Indonesia Nomer
4438),

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemetintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2006
Nernor 62, Tambahan Lembaran Negara Republilc [ndonesia
NMomer 4633);dan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otenor (L.embaran
Negata Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34,
“Tamhahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3952);

Peraturan Pemerinish Nomor § Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatun 2003 Nomaor 14, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Taliun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembazan Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomer 13 tahun 2006
tentzng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daceah,

Dengin Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG
dan
BUPATIACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan % QANUN TENTANG PENATAAN SUSUNAN
ORGANISASIDAN TATAKERIA LEMBAGA TEENIS
DABRAHKABUPATEN  ACEH TAMIANG,

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a  Daerab adalah Daeruh Kabupaten Aceh Tamiang;

b,  Pemerintah Daerah adalah Bupa dan Peranpkat Daerah scbagai unsur
Penyclenggara Pemerinmahan Daeraly,

¢ Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

d, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang;

e.  Sekretariat Dacrah yang selanjutrya disebut SETDA adalah Sekretariat Dagtah
Kabupaten Aceh Tamiung;

£ Sekretaris Dacral yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekvetaris Dacrah
Kabupaten Aceh Tamiang;




Lembaga Teknis Daerah Kabupaten selanjutnya disebut LTD adalsh Tembaga
“Ticknis Daerah KahmatenAcehTmuaualmLk}mbﬁbmm h\.\‘pek‘lerai'ljm}\
Badaz maupvn Kantor sebagai unsur pendulung perr =

KepalaInspektorat Dacrah yang sclanjutnya disebut Inspektur adalah Tnspektar
Daersh Kabupaten Aceh Tamiang;

Kepala Badan adalsh Kepala Badan psda Lembaga Teknis Dassali Kabupaten
Aceh Tamiang yang berbentuk Badan:

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Dasrah Kabupaten
Aceh Tamiang yang berbenink Kantor,

Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Acch
Tamiang yang berbentuk Badan;

Unit Pelaltsana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana.
teknis operasional Letobaga Teknis Daerah;

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang sclanjutnya disebist Kepala UPT adalsh
Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Aceh
Tarm

Kelompok Jabatan Fungsional adalsh kelompok jabatan fungsional pada
+ Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

BARII
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Iogan Qunun ini ditata Susunan Orpenissi dan Tata K erja L embaga Teknis Dactaly

bupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:
Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
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Baden Perencanmm Pembangunan Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang;

Badan Pengelolazn Keuangan Daerah Kabupaten Acch Tamiang;

Badan Kepegawaian Dacrah, Pendidilan Dan Pelatihan Kabupaten Acey
Tamiag;

Badan Pemberdaysan Masyarakat dan Peserapuan Kabupaten Aceh Tamisng;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;

Kantor Perpustakaan dan Arsip Dacrah Kabupalen Aceh Tamiang;

Kantor Pertambangan dan Frergl Kabupaten Aceh Tamiang;

Kantor Perpuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang;

Kantor Sosial Kabupaten Aceh Tamiang; dan

Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang,

BAB 11T
ORGANISASI
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tasal3

LD merupakan uwsur pendukung pemerintah daezah di bidang telnis daecah
dipimpin oleh scorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawal
kepada Bupati melalui SEKDA.

LD mempunyai tugas melaksanakan i usInan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spmhksesmu dengan peraturan
Penundang-undangan yang berlaku,

Dalam. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (2), LID
menyelenggarakan fings

d.

a.  pelaksanaan unisan ketatausahasn [TD;
b
&

penyustiian rencana kerja tahunan, jangka menengah dan panjasg pada LTD;
perumusan kebijakan teknis administrasi dan tekmis pelaksanaan dan |

pembinaan sesuai dengan linghup tugasnya; i

pemberian dukungan alas penyelenpgaraan pemerintahan daerah sesnal |

|
)

dengan lingkup tugasnya;




e, polskoanasn tygas eedinasan Jninnya yeng, diberkar olch Bupat sesusi dengan.
tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama
INSFEKTORAT DAERATI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragrafi
Kedudukan, Tugas Pokok dan angsl

Pasal 4
Inpelosat Daerah Kabupaten Acch Tamiang merupakan wisur petnerintzh
daerah di bidang pengawasan pemerintahan dan kesangan serta pernbangunan daeral,
yang dipimpin ofeh seurang Inspekrur yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5

Inspektorat Duersh KabupatenAceh Tamiang mempunyai tugas membanii Bupali dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah di bidang Pengawasan sesuai dengan Peraturan
perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk | kAl tga h dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat

dearsh Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi:

2} pelaksanaan urusan ketatausahaan inspekiorat;

b)  perumusan kebijakan teknis di bidang  pengawasan sesuai denpan ketentvan
pﬂﬁumnpemn&mgmdmgm;

<) dan p i nez]mdap mg;nspemenntah chmill
yang meliputi bidang intah
keagrariaan/pertanahan, keuangan, wlmg,kapszpva]uan ‘hadan usaha milik
daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan ¢ arakat, perekor dacrah
dan kesejahteraan sosial masyarakat seria aparatur:
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‘menguji dan menilai alas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-wakiu yang
diperlukan dari setiap tugas Perangkat Dacrah;
mengusut mengenaj, kebenaran laporan dan pengaduan tenlang hambatan,

p atau penya tugas perangkat dacrah;
membina fenaga fungsional pengavesan dilingkungan inspektorat daerah
kabupaten Aceh Tamiang,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksapazn tugas Pengawasan;

Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan kelatavsahaan,
kep jom, keuangzan, pel Jiperalatan, organisasi dan ketatalal )
Tnspekiorat Daerah;

Polaksanaan fugas-logas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesusi
dengan bidang tugastya.

Paragrafl 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisast Inspektorat Dacrah Kabupaten Aceh ‘[amiang terdin dari:
4. Inspektur

b. Sekretaris;

. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

d. Bidang Kewmngan dan Perlengkapan;

. Bidang Pembangunan;

£ Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan

g Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris texdiri dari:
a. SubBagianUnmum;
b. SubBagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

Bidang Kevangan dan Perlengkapan; Bew i 5.



5)  Bidang Pembangunan;
6) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
7} Kelompok Jabatan Fungsional Lainuya.

pasal 8

P ) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sckretaris, Bidang dan QuhBag,nnnkan
| dian lebih lanjut dengpn Peraturan Bupati;
'} Tugas pokok dan uraian tugas kelompok jabatan fungsional auditor akan diatur
It Iebih lanjut dengan Peraturan Bupeati:
3} Bagan struktur organisasi Inspektorat Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang
sehagaimana tereantum dalam lampiran [ merupakan bagian tak terpisahkan
dengan Qanun fni.

l Bagian Kedua

; BADAN PERENCANAAN PEMEANGUNAN DAERAR
‘ KABUPATEN ACEII TAMIANG

! Paragraf |

‘ Kedudulan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

|
3adan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tmiang merupakan unsur
sendukung Pemeritah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, yang
lipimpin oleh seorang Kéala yang berada dibawah dan bertangpung jawab kepada
Supati melalui SEKDA,

Pasal 10

3adan Perencanaan Perabangunan Daerml(abupaﬂe.quehTa_mangmmmm)m tugas
mum pemerintahan, Bup intah Dacrah di

sidang Perencanaan Pembanpunan Dacrah sesual denpan peraturan Perundang-
Indangan vang bertaku.




Pasal 1L

Untuk menyclenggarakan fugas schagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan
Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fingsi:

a.  Pelaksamaan urusan ketatausahaan Badan;

b Perm koordinasian dan pelal kebijakan telmis dibiding
perencanam daerah sesuai dengan keteptuan Peraturin Perundang-undangan; ;

4. Pelak dan pembis et p Jafianp daerah;

d. P pola dasar pemt daerah terdiri dari rencana per
tahunan deerah, rencana pembangunan dacrah 5 (lima) tahun  dan rencana
pembangunan daerah jangks panjang;

e Meld 1 inasi progrum Rencana Ketja Pemerintah Dagrah.
Kegiatan pemt diantara Dinas-Kantor Deersh dan, it orgnisnsi
Tembapa Teknis Decrah lai dalam penyusunan an dacrah;

£ Menyusun KUA, Plapon Anggaran Sementara ( PPAS ) dan Prioritas dan Plapon
Anggaran (PPA), Rencana Anggaran Pendapatan din Belanja Daerah bersama-
sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah (BPKD) dibawah
koordinator SEKDA,

& Melaksanaken koordinasi dagfatan mengadakan penelitian ik kepentingan
petencanaan pembangunan daerah:

b Melakukansurvey untuk pereneanaan pembengunan dan melakukan monitoring

pelaksanaan pembanguman daerah;

i ‘engelolaan adminisirasi umum yang meliputi peketjaan ketatnisahaan/
Kesekretariatan, ian, kevangan, perlengk , organisasi dan
ketatalaksanaan Badan;

i Pembinaan Unit Pelaksana Teknis {UPT); dan
k. Pelaksanaan tugas-tupas kedinasan Jainnya yang diberikan olch Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya,

ParagrafZ
Susunan Organsiasi




Pasal 12

c. Bidang Perencanaan Pembangunan;
d. Bidang Perencanaan Pembangunan TT;
€. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
1 Unit Pelaksana Teknis;

£ Kelompok Jabatan Fungsional .

Sckretaris terditi dari :
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bidang Perencanaan Pembangunan I terdis dari:
o SubBidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b. Sub Bidang Prasarana, Sarana, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;

Bidang P Pemt I terdiri dari;
a. Sub Bidang Datz, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan;
b. SubBidang Perckonomian dan Pemerintzhan;

Bidang Perencanaan Pembangunan T terdir dari-
a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
b. SubBidang Agama, Sosial Budaye, Keschatan dan Kessjahterasn Rakyat.

Pasal 13

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Sub
Bidang akan diator lebih Janjut dengan Peraturan Bupati;

Bagan strukiur organisasi Badan Perencanzzan Pembangunan Daerah Kabupaten
Acely Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagrian tak
terpisahkan dengan Qanun ini,



Bagian Ketiga
BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragraf 1
Kedadulcan, Tugas Pokek dan Fungsi

Pasal 14

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Acch Tamiang merupakan unsur
pendulung pemerintah daerah di bidang Jolann kevanpan dacrah, dipimp
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanpgung jawab kepada Bupati
melatui SEKDA.

Pasal 15

Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas
menyusn kebijakan umum pemerintahan, membantu Bupati dalam penyelenpgaraan
Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Kevangan Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlalu,

Pasal 16

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 15, Badan
pengelolaan Keusngan Daerzh Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fingsi :

o pelal urusan bedan;

b, pemyusunan rencana kerja tahunan, jangka h d: jang pada had
pengelola keuangan daerah;

¢ perumusan, peagkoordinasian dan pelal kebijakan teknis admini

dan teknis pelaksanan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelab binaan dan pengendal ¥ kevangan dacraly;

€. pelaksanaan pemunputan pendapstan daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan bupati;
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pelaksanaan fingsi bendaharawan umnum daerah;
pengelolaan administrasi smum yang mehpull pekm]amn ketatausahaar,

kenangan, per or

pemanlauan,evn'lumi«‘_ pelap keuangan
daerahy;

pembinaan UPT ;dan

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
denganbidang tugasnya.

Paragraf2
Susunan Organisasi
Pasal 17
Stsunan Organsiasi Badan Pengelolaan K Dacrah Kabupaten Aceh
‘Tamiang terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris:
¢. Bidang Pendapatan;
d. BidangAnggaran;
e. Bidang Akutansi, Aset dan Invests;
f Bidang Perbendaharaan;
g Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris terdiri dari :
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanasn dan Kevangan.

Bidang Pendapatan terdin darl;
a. Sub Bidang Pejak dan Retribusi;
b. Sub Bidang Pengendalian dan evaluast;

Bidang Anggaran terdiri dari:
. Sub Bidang Penyusunan Anpgaran;



b, SubBidang Pengendalian.

(5)  Bidang Alutansi, Aset dan Investasi lerdini dari
4. SubBidang Penyusunan Laporan
b. Sub Bidang Aset dan investasi.

(&)  Bidang Perbendaharasn terdiri dai :
& SubBidang Verifikasi;
b. Sub Bidang Pendzanasn Daerah,

Pasal 18

1) Tugas pokok, fungsi den uraian tugas Seloetaris, Bidang,Sub Bagian dan Sub
RBidang akan diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati; .

2)  Bagan Struldur Orgensasi Badan Pengelola Keuangan Daceah Kabupaten Aceh
Tarmiang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Keempat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERATL
KABUPATEN ACEM TAMIANG

Paragrafl
Keduduktan, Tugas Pokok dan Fungs!

Pasal 19

Badan Kepegav.amn Daerah, Pendidikan dan Pelatihan upakan unsur pendukung

daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan vang dipimpin |
ckh scorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati
melalui SEKDA,

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tamiang,




‘mempunyai tugas umum pemerintahan, memt Bupati dalam i
segala urusan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kepegawaian dnerah,
pendidikan dan pelatiban.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tuga dimaksud dalam Pasal 20, Badan

Kepégaweian Daemh,l"md]d]km dan Pelatihan Kabupaten Aceh Temiang mempunyai

fimgsi -

2 Pelaksanaap urusan kelatausahaan Badan,

b Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian dan
Diklat sesuai norma, staridar d.anpm%dunang ditetapkan Pemerint

o  Penyiapan danpel ikan pangkat, pemindahan dan
‘pemberhentian Pegawa Negeri Sipil Danrah sesual nonma, standar dan prosedur
yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

d.  Perencansan peng;sdamdanpcu.,mbmgan Kepegawaian Daerah;

e P Feehijakan tekais SDM Kepegawalan Dacrah;
£ Pelayunen Adwiisisi Kepegavaien “delam pengangkatan, pemindahan,
dan e i dlalam dan dari J Kkitutal atau fangsionsl sesuzi norma

standard dan prosedur yang ditetaplkan dengan Peratiran Perundang-undangan;
g  Penyiapan dan penctapan persiun Pegawai Negerd Sipil Dacrsh sesuai norma,

standar dan prosedur yang di ok Peratocan Perund:
h Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawal Negeri Slpll
TDaerah;

i Penyiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;

i3 Penyiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penjenjangan; dan

k. Pelaksanaan tupas-tuges kedinasan lamnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasmya,

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

|
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5)

2)

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatiban
Kabupaten Aceh Tamiang ferdiri dari :

. Kepalo Badan;

Sckrelaris;

Bidang Perencanazn dan Pengembangan;

Bidang Mutasi;

. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional,

WmEtho RS TN

Sekretaris terdis dari:
&  SubBagian Umum dan kepegawaian,
b. SubBagian Perencanan dan Kevangan;

Bidang P lan P terdird dari:
. Sub Bidang Perencanaan, Data dim Pengadaan Pegawal;
b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengenbangan Karier.

Didang Mutasi rerdiri dari
a SubBidang Mutasi, Kepangkatan dan Jabatan;
b. Sub Bidang Pemberhent, dan Kesejahteraan Pegawal.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdin dari :
a Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
b. SubBidang Pendidikan dan Pelathan Penjenjangar.

Pasal 23

Tugas pokok, fingsi dan uraian tugas Sekretaris, Bidang dan. Sub Bagian, Sub
Bidang akan diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

BaL,an blmklur Orpansasi Badan Kepegawaian Dacrah Kabupaten Acch
Tamiang, dalam lampiran TV kan bagian yang tak
terpisabikan dengan Qanun ini.




Bagian Kelima
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARA| KAT DAN PEREMPUAN
KABUPATENACEH TAMIANG
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

adan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Acch Tamiang
erupakan imsur pendukung pemerintah daerah di bidang Pemberdaynan
lusvarakat dan perempuan, yang dipimpinoleh scorang Kepala yang berada dit h
i bertanggung jawab kepada Bupaii melalui SEKDA.

Pasal 25

dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Aceh Tamiang
crnpuyai lugas winum pemerintahen, membantu Bupati dalam penyelenpgaraan
bmenintah dacrah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempusn,

Pasal 26

ntulc it akan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 25, Badan

i
}:mbcrdaywm Masyarakal dan Perempuan Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai
gt

Pelaksanaan urusan kelatansahaan Badan;

Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang

Pemberdayaan masyarakat dan perempuan dengan lembaga laindi lingkungan

. Pemerintah Daerah sesuai ds mgank:.enman Peraturan Perundang-undangan;
P 1pengkoordi litian untuk menyusim pedoman, program
dan hahan-bahan pengembangan. s:lmua dan prasarana, pengembangan mstitusi
dan pemberdayaan masyarakal dan perempuan;

Penglcafian dan pembinaan pelaksanaan program-program  pemberdayaan
Masyarskal dan perempuan sesuai dengan linghup wgasnya;




e DPengelokan administrasi wmum yang meliputi pekerjaan ketatasshasy
kepogawaian, keuenpan, perlengkapan/peralatan, orpanisasi dan ketatalakesnazn

i Pembinaan UPT; dan
g Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesug
dengan bidang tugasnya.
Paragraf2
Susunan Organisasi
Pasal 27

(1) SusunanOrpanisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdir
dari:

b.

¢. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Butlays;
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;

¢. Bidang Usaha Ekonom dan Teknologi Tepat Guna;
t  Unit Pelaksana Tekmis; dan

£ Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Sekretaris terdiri dari;
a, Sub Bagiart Umum dan Kepogawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
(3)  Didang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya terdiri dari:
a. SubBidang Tats [aksana dan Pengembangan SDM;
b. SubBidang Tradisi, Mmjvasidan(ﬂw:xduyu('mﬁmgl{oynng

)  Bidang Pemnberdayaan Perempuan terdir darl:
a. SubBidang Pemberdayaan dan PKK:
b. SubBidang Partisipasi. Politik Perempuan, dan Lingkumgan,

(5). Bidang Usoha Ekonomii dan Teknologi Tepat Guna




a._Sub. Bidang Pembinaan Bantuan Pembangunan Kampung;
b. Sub. Bidang Konservasi, Pemgkajian Sumber Daya Alam dan
Pemanfastan. Teknologi Tepat Guna. :

Pasal 28 4

) Tugaspokok,ﬁmssndanmmnu@ssammm Bidang dan Sub Bagian, serta
Sub Bidang aken diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

2)  Bagan Struktur Organsasi Badan Pﬂmbwdnym Masyarakat dan
Pperempuan Kabupaten Aceh Tamiang dalam barnpiran
V merupakan bagian yang tak terpisahikan dengan Qanun ini.

Bagian Kecnam
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pekok dan Fungsi

Pasal 29

Badan Kesatuan Ea.n.gsa dm Poi.lu.k KnbupeﬁenApeh Tamiang merupakan unsur
; Kesatuan Bangsa dan Politik, yang
dipimpin oleh scorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui SEKDA.

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa danPuhuk Kahnpm:n Aceh Tamiang mﬂnpunym tugas
bahan k l::]uus dan
I 4 iast b |

kesatuan bangsa dan palitik. i -




I‘asal 3[

Untukmenyel ) 1 Jsusl dlion Pasal 30, Badan Kesatuan
Bﬁng.sadanl"olmkf(dbupﬂlanAcehTanuﬂngmemp\mymfunbﬂ
a. Pelak urusan k Iy Bedan;
b.  Perumusin, perencanaan dan keordinasi kebijakan teknis pemantauan
dan pengendatian dibidang kesatuan bengsa, parinchmgz malkat den politik
c.  Pelak i nilai-nilat kb saan di dacraly
4. Fasilitasi dan pengelolaan dinumika politik perekonomian dan dinamika
politik masyarakat; ,
¢.  Fasilitasi dan penpelolaan dinarnia polik rtiahin d intahan dacrah
£ Pengeloloan administrasi umirs g, mellpuu pekerjazn kelatausahaan,
kepegawaian, keumgan, peil e organisast dan ket ;.
¢ Pembinaan UPTdan
h  Pelaksanaan tugas-tugas kedinasen Ininnya vang diberikar oleh Bupati scsusi
dengan bidang, tugasnya.
Paragrat2
Susunan Organsiasi
Pasal 32
{1); Susunan Orpansiasi Badan Kesatuan Bangsa den Politik Kabupaten Aceh
Tamiang terdir dari:
a. KepalaBadan,
b. Sclrelaris;
c. Bidang Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan;
d. Bidang Penanganan Kor ¥ Sosial dan Bencana Alam;
¢. Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
L Unit Pelaksaria Teknis; dan '
g Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)  Sekretaris terdir dariz,

4. SubBagian Umura dan kepegawaian;




b. SubBagian Perencanaan dan Kevangan;

) Bidang Pembinaan [deologi dan Kebangsaan terdiri dari:
4 SubBidang Pembinaan Ideologi;
. b. SubBidang Pembinaan Kebangsazn.

Bidang Penanganan Konflik Sosial dan Bencana Alam terdiri dari:
4. SubBidang Analisis Potensi Konflik Sosial dan Bencana Alam;
b. - Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.

5)  Bidang Perbinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
a. SubBidang Pembinaan Politik;
b. SubBidanp Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

asal 33

) Tugas pokok, fongsi dan ursian tgss Sckeetaris dan Bidang, Sub Bagian serta
Sub Bidang akean diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali;
) Bagan Strukfur Urg,xnsan Badan Kesatuen Bangsa dan Politik  Kabupaten

AcehTami dalam lampitan VI merupel ianyang
1ak terpisalikan dengan Qamm ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Paragraf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Kartor Perpustakaan dan Arsip Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur
endukung pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Dagrah,
tang dipimpin oleh searang Kepala yang berada di barwah dan bertsnggrangjawab kepada
upati melalui SEKDA.




Pasal 35
Kantor Petpustakasm dan Arsip Dacral Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai try
i pemerintahan, membantu Bupati dalim, penyelenggarian Pemerintah Daggal
bidang perpustakaan ummi, pembinaan, PEMBENTUKAN, pemelibaram d

pelayanan arsip dacrah,

Pasal 36

Untulk ! kan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Kant

Pemustakaan dan Arsip Dasreh. Kabupaten Aceh Tamiang mempurya fungsi:

a,  Pelaksanagn urysan ketatausahasn Kantor;

b, Perumusan. pengkoordinasian dan pelaksannan kebijakan teknis di bidas
perpusiakaan dan arsip daerah sesusi dengan Peraturan Perundang-undangar

o Psngadaan,pﬂlg\mj]ml&n,pangﬁl;&hmgpanyimpanampdnﬂalull.p?dlyaiiﬂﬂlﬂhf
pustaka, karya cetak, karyatulis dan karya relaman;

d.  Penyel kerj; perpustakaan dengan instansi lain dilingkunga
Daerah;

¢ Penyelengparaan kerjassma dengan Per pustakaan Daerah lain dan denga
Perpustalnan Nasional;

£ Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan Kelillng,

Persbinaan Perpustakaan Desa;

Penyusunan. program dibidang kearsipan daerah sesusi dengan Peraturar

Perundang - undangan;

L Pencrimaan, pengumpulan, mensistematiskan dan mengelolaarsip in-aktifd
lmghmgﬁqunemmhKahuparm;

=

bE Pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pelayanan kearsipan daeraly;

k. Pembentukan, penvimpanan, pemeliharaan penemuan kembali arsip in-aktif
Daerah;

L Penilaian dan pesyerahan arsip stalis Dacrah kepada Kepala Arsip Nasional;

m. Pengelolaan administrasi urmum yang melipnti pekedjamn  ketatausshean,
ke ian, kevangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatal
dan

n Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasuya.




Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

[Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Dacrah Kabupaten Acch Tamiang
erdin dari:
. Kepala Kantor;

b.  Sub Bagian Tata Usahe;

e, SeksiProgram dan Pengembangan;
H.  Seksi Akuisisi dan Pengolahan;

. Sclest Penyimpanan Arsip; dan

E Kelompok Jabatan Fungsional,

Tasal 38

¥ Tugas pokek, dav waian tugas Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebilh lanjut
dengan Peraturan Bupati;

Py Bagan Suuktur Organisasi Kanlor Perpusiakaan dan Arsip Dacrah Kabupalen
Aceh Tamiang se¢bagaimana tercantom dalam lampiran VI merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan Qanun in.

Bagian Kedelapan
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 39 :

Kantor Pertambangan dan Energl menepakan unsur pelaksana Pernerintal Dacrah secar
tonom dipimpin ofeh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
epada Bupati melalui SEKDA.




Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan |
deseniralisasi dibidang Pertambangan dan Encrgl

Toalam menyelengparzkan tugas sebagaimania dimaksud pada Pasal 40, Kanior
pcr{ambaugnn dan Encrgi memptuyai fmgsi:

b.

m

Pasal 40

Pasal 41

Pelaksanasn urusan ketatansahaan Kantor,
Perumusan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana dibidang pertambangan, dan
energ yang me:gadikrwmmnda_rabm‘?mnumuPaundangundumn
Pembetian perizinan dan pelak pelayanan unum.dibidang 7
dan enezgi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daersh dan kebijakan vang
ditetapkan oleh Bupati; .
Penyelenggaraan dan pengawasan pada bidang Pertambangan, Penelitizy
dan inventarisasi sumber daya alam, serta pembinaan dan pengusahaarn:
lakukan penyelenggaraan anpengemb Sumber daya minersl
dan enerp serta melakukan pengaloim bahan galian strategi dan bahan galian
vital dalam rangka pengembangan usaha pertambangan rakyat sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan;

Pengelolaan administrasi umum, yang mdq:mn pekcqaan kmmas.qh-w..

prcgﬁw&mhumgm), pet p

PL]AILSE“BAII ugas-tugas kedlnamn Jainnya yang diberikan oleh Bupali sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf2
Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi Kantor Pertambengan dan Energt terdiri dari:

K




!
‘ a) KepalaKantor;

b) Sub. Bagian Tata Usaha;
c) SzkslPembmaandanPenguﬁhamPummlmngm;
d) Seksi Penclitian dan bérdaya Alam;
€) Seksi Pengendalian din Pengawasansdan
| ) Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

) Tugaspokok, fngsi dan ursian tugas Bagian, Sub Bagian dan Séksi seria Bidang
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
) Tugas pokok, dan uraian tugas Sub Bagian dan Seksi alcan diatur lebih lanjut
dengan Peraturat Bupm,
) Baganstruktur organisasi Kantor Pertambangan dun Energi Kabupaten Aceh
| Tamiang sehagaimana tercantumn dalam lampiran VI menpakan bagian tak
| térpisahkan dengan Qaun ini.

Bagian Kesembilan
KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44
Zantor Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara
stonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di hawah dan bertanggung jawab
iepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 45

antor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas umum pemerintahan melalsanakan
cewenangan desentralisasi dibidang Pemuda dan Olah Raga




Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kantor Peruda
dan Olah Raga mempunyai fungsi:

a.

b.

o

o

&)

)

Pasal 46

Peramusan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana dibidang Pemuda dan Olah
Raga yang menjadi kewenangan daersh sesual Peraturan Perundang-undangan; §
Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan urmum dibidang Permuda duyl
Olah Rapn sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebjjakan yang
ditetapkan oleh Bupati,
‘penyelenggaraan dan pengawasan pada bidang Pemuda dan Olah Raga,
Pengelolazn administrasi vmum, yang melipuli peketjaan ketatausahaan
Kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan|
ketatalaksanaam ;
Kelompok Jabatan Fungsional sesuzi dengan lingkop tugasnya; dan
Pefaksanasn tugas-togas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupali sesuaij
denpan bidang tngasnya.

Paragraf2
Susunan Organisasi

Pasal 47
Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga terdiridart:

a. Kepala Kantor; )
Sub. Bagian Tata Usaba; A
Seksi Kepemudaan; |
Seksi Keolahragaan;
Seksi Pengembanpan dan Pembinaan;dan i
Kelompok Jabdtan Fungsional.

e pp e

Pasal 48

Tugas pokok, fungsi dan uralan tugas Bagian, Sub Bagian dan Seksi serta Bidang .
akan diatur febih lanjut dengan Peranran Bupati;




(2) Dagan strukiur organisasi Kantor Pernuda dan Olahraga Kabupaten Aceh
Tamiang sebagaimana tercantum dalamn lampiran IX merupakan bagian tak
terpisahken dengan Qanun ini.

Bagian Kesepuluh
KANTOR SOSTAL

Paragraf1
Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

Kantor Sosial merapakan unsur pelak Pemerintah [ Otonom dipimpin
| oleh seorang Kepalu yang berada di bawsh dan bertanppung jawab kepada Bupati
| melahd SEKDA.

:

Pasal 50
Kantor Sosial mempunyai tugas melaksanakan k i lisasi dibirdang
Sosial.

Pasal 51
Dalam 1 ik hagal dimaksud dalam Pasal 50, Kantor Sosial

| mempunyai fungsi:

a  pelaksanaan nrusan ketatausahaan kantor;

L. perumusan kebijakan teknis dan pendataan dibidang sosial sesuai dengan
tugasnya,

¢, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang sosial sesuai
daugau kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh

d. PLluksaman pendataan, inventarisasi masafah sosial, bimbingan kessjahteraan
snsml pembumndan bnmbmgamehabﬂlw s(lsml

e danper ek jal, budaya
dan kesejahteraan sosial scsual dengan tugasnya;




£

i

Susunan Organisasi Kantor Sosial terdiri dari:

aogs

R

2)

pmgeluls.an administrasi umum, yang mdmun pekm).:ﬂn kLLlESIIS'Ahm
jian, kewangan, perlengl

pembinazn KIF sesuai dengan linglaip tugasnya: dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuaj
dengan bidang ragasnya,

Paragraf2

Susunan Organisasi

Pasal 52

Kepala

Sub Bagian Tata Usaha;.

Seks] Pemberday:an Sosial;

Seksi Bantusn dan Jaminan Sostal;

Scksi Pelayanan dan Rebabilitasi Sosialdan
Kelonipok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sub Bagian, Seksi akan diatur lebih lanjui
dengan Peraturan Bupati;
Bagan strulctur organisasi Kantor Sosial Kabupaten Aceh Tamiang sebagaitmany

dalam Jampiran X merupalean hagian tak terpisahkan dengan Qanunf

i

Bagian kescbelas
KANTOR PETERNAKAN

Paragrafl
Kedudukan, Tugss Pokok dan Fungsi




Pasal 54

antor Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemetintah Daetah secara Otonon
ipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
upati melalu SEKDA.

Pasal 55

a mermpunyai lak kan k d isasi dibidang

rnakan.
Pasal 56
| ras sebagaimana dalam Pasal 55, Kantor

e an mempunyai fungsi

i pl.lﬂks-'mﬂ‘ll.l nyusas ketatausahaan kantor;

. perumnusan kebijak Jnis dan pend dibidang Produksi, Bina Usaha serta

Eoiiet s Ao g gty
pemberian perizinan dan pelzksanaan administasi wssha dan pengembangan useha
dibidang peternakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dacrah dan
kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;

pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan melakukan pengawasan produksi
temnak, serta bimbingzn penerapan teknologi dalam rangka peningkatan mutu
hasil temak;

per

dan manj i nakam melipui analisa usaia,
b agrobisnis, serta agroindustri;

Melakukan pengawesan yang meliputi kes masyarkat Veteriner
serta pencegahan dan permnberantasan penyakit hews:
. pembinasn KIF sesvaidengan lingkup tugasnys; dan

h pelaksanazn lwgas-nigas kedinasan lainnyz yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tupasnya.

Paragral2
Susunan Organisasi




Pasal 57

Susunaa Organisasi Kantor Sosial terdiri dari:

2.
b.
<.
d
e.
L

{

@)

B

Kepala

Sub BagianTata Usaha;

Selsi Produksi;

Seksi Bina Usaha;

Seksi Eesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

“Tugas pokok, fungsi dan uraian tngas Sub Bagian serla Sekei akan diaturlebih.
lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagan strukur organisasi Kantor Sosial Kabupaten Aceh Tamiang sebagainana
tercantum dalam lampizan XI metupakan bagian tak ferpisahkan dengan Qatun
i

Bagian kedua belas
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

UPT adalah unsur Pelaksana Teknis Cperasional
Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh sec yar
dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Tekais Daerels (LTD) dan
secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat;

Kedudukan dan wilayah ketja serta pambentulan UPT diatur lebih lanjut dengan.
peraturan Bupati, berdasarkan Analisa Jabatan dan beban kerja serta kebutuhan.

i diberahy




Pasal 60

PT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas LD yang mempunyai wilayah
rja satuatau beberapa Kecamatan. .

Pasal 61

tuk menyelenggamlen tugas sehagaimana dimaksud pada Pasal 6 it Pelaksana

ki (UPT) mempunyai fungsi:

Pelaksanaan sehagian tugas LT sesnai bidangnya;
Pelaksanasn Urusan Administrasi.

Pelaksanaan tugas-tums kedinasan lainnya yang diberlkan oleh Kepala
Badan/Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragrafl
Susunan Organisasi

Pasal 62

Susunan Crganisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdicd dari :
a Kepala;

b. PetugasAdmmnistrasi;

c. Petugas Operasional; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi UPT akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Rupati.

BAR V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kabupaten Aceh Tamiang merapunya tugas
melalsanakan sebapi:an tugas Pemert ntah Daerah sesual dengan keahlian dan
kebutuhan.




@

(6]
@

)
)

()

Kelompok Jabatan Fungsional terdini dari sejuralah tenaga terampil, dalm jenjang
Jabatan Funigsional dalam berbagei kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsiona! tediri dari sejurnlah tenaga fungsional yang diatur
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Kelompok Jabatin Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bequgmg
Jawab kepada Kepala LTD;

Jumlzh Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 1
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sshagaimana dimaksud pada ayat (T} diatas §
diatur berdasarkan Peraturan Penmdang-undangan; A
Kelompok Jabatan Fungsional mempuayai tugas sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB VI
KE PEGAWAIAN
Bagian Pertama :
Eselonering 'it
Pasal 65 51

Kepala Badan adalah jabatan Eselon 11.b;

Kepala Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon TLa;
Kepala SubBagian, Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala L’P’Tadaiah}al-»sm
EselonIV.a.

Bagain Kedua
Penganghatan dan Pemberhentian §
i




Pasal 66
Kepalz Badan diagkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usuISEKDA
Kepala Kantor, Sek is, Kepala Bidang dizngkat dan diberhentikan oleh Bupati
atasusul SEKDA;
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala dianglat
dan diberhentilan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupatl.

BAB VIL
PEMBIAYAAN
Pasal 67
lzala biaya yang diperfukan untuk ikan kegiatan Lembaga Teknis Darah

bupaten Acch Tamiang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
herah (APBD) Kabupaten Acch Tamiang setta sumber-sumber lain yang sah dan
lak mepgikat.

BADB VI
KETENTUAN PERALIIAN

Pasal 68

flama belum dimzpkml‘emnnm Pelaksanazn dani Qanun ini, maka semua ketentuan
ng ada di jang tidak b dengan Qanun ini.

BAB 1X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Penctapan jenis dan jurnlah UPT akan ditetapkan kemudian dengan Peratuan

Bupati;
Penjabaran tugas pokok dan fungsi LTD akan diatur ebih lanjut dengan Peraturan
Bupati;

4




BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Hal-hal yang befun cukup diatur dalan Qariun, almndnalmlab'h]amuldex@anl‘mmm
Bupati sepanjang mengenai nya. erhatikai keter,
Peraturen Perundang-imdangan,

Pasal 71

Padu saat Qanun ini mulsi beriaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Qamy
ni dicabut dan dinyatakean tidak berlaku Tngi.

Pasal 72
Qanunini mulaj berlakupadaianggal dnmdamzkan.
Agar setiap orang memeri Qanun ini dengar

penempatanya dalam Lembaran Dacrah Kﬂlmpalan Aceh Tamiang,

Ditetzpkan i Karang Bany
Dada langgal
1428 W

Pl H A

SYAHBUDDIN USMAN

Blurdargian o Karaz bary
pady tanggal ret i
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